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SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Meangingat

BUPATI BEKASI

a. btahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Bakasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaien Bekasi Momor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang
didalamnya terdapat perubahan kelembagaan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sekasi, maka guna melaksanakan keientuan
Pasal 48 perlu disusun kembali aturan pelaksanaannya kedalam
organisasi dan tata kerja yang meliputi kewenangan, tugas pokok
dan tata xerja yang meliputi kewenangarn, waas pokok dan fungsi
'serta uraian tgas;

bahwa atas dasar pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada
hurut a di aias, maka perubahan susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekrstarial Daerah tersebut, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalem Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Republik indonesia Tahun 1950)



2. Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Jndang Nomaor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Megara Republik 'ndonesia tahun 1999 Momor 1889,

Tambahan Lembaran Negara Momor 3890);

3. dJndang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momor 53; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

4. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambzhan Lembaran Negara Momor 4£437);
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubaban iKedua Atas
Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemernntahan
Daerah (Lemibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4844):

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Repualik Indonesia Tahun 2004 Momor 126 Tambahan
Lembaran N:zgara Nomor 4438};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
‘Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerirtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tamaahan Lembaran Negara Republik indonesia
MNomor 4741),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas: (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 8);
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9. Peraluran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011
fentang Perubanan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Momor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangket Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembarwn Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun

2011 Nomor 4),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BU'PATI BEKAS:, TENTANG PERUBAHAM ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISAS! DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Pasal |

Beberapa ketertuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan {2} dlutah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pesal 8

(1}  Organisasi Sekretariat Daerah Terdiri dari :
a. Sekretaris Dasrak;
. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. membawahkan :
1. Bagian Administrasi Tata Pemeriniahan, membawahkan;
a) Subbagian Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Adrinistrasi Otonomi Daerah;
c] Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.

2. DBagian Administras| Keseiah'eraan Rakyat membawahkan:
&) oSubbagian Kemasyarakatan,
b} Subbagian Bina Men:al;
c) Subbagian Sosial dan Budaya.

3. Bagian Hukum, membawahwzn:
a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
6} Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
£) =ubbagian Pengkajlan Hulkum.
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c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagan Administrazi Parskonomian, membawahkan:
a) Subbagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan:
b) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
c) Subbaglian Bina Usaha Daerah.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
aj Subbaglan Bira Program;
b) Subbagian Pengendalian Program;
¢l  Subbagian Eva'uasi dan Pelaporan.

3. Bagian Administrasi Kerjasama. membawahkan;
a) Subbagian Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri;
b} Subbagian Kerjasama Pihak Ketige .
c} Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama.,

d.  Aszisten Administrasi Limum, membawankan

1. Bagiah Organisasi, membawahkan:
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan,
b) Subbagian Ketatalaksanaan;
c) Subbaglan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.

2. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, membawahkan:
a) Subbagian Pumah Tangga;
b) Subbagian Pemeliharaan,

¢} Subbagian Perlengkapan.

3. Bagian Umum, membawsahkan:
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan oan Kepegawaian;
b) "Subbagian Protokol,
c) Subbagian Keuangan.

e. Kelompok Jabatan Funqsional

Bagan Struktur Organisasi Sekretariar Daerah Kabupaten Bekasi s~bagaimana
diatur dalam Peraturan Daarah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
Organisasi Perangkat Daerah



2 Ketentuan Pasal 9 ayat {1) dan (2) diubah. sehingga Pasal 9 berbunyi

(1)

(2)

FPasal 9

Asisten Pemerintahan dar. Kesejahteraan Rakyal mempunyal tugas pokok
merumuskan, mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan daerah,
memantau dan mengevaiuasi oelaksanaan kedilakan daerah di bidang
pemerintahan yang meliputi urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. pertanahan, kependudukan dan
pencatatan sipil dan tugas-tugas kepamongprajaan: bidang kesejahteraan
rakyat yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan kesejanteraar keluarga, sosial, kebudayaan. pemuda
dan olah raga, pemberdayaan masyerakat dan desa, pencidikan dan
kesehatan, serta bidang hukum yang meliputi perundang-undangan dan
dokumentasi hukum, pembinaan dan bantuan hukum serta pengkajian hukum.

Dalam menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dimaksud parda ayat (1),
Asisten Pemerintahan dar Kesejahtsraan Rakyat mempunyal  fungsi ;

a. penyusunan kebijakan daerah ai bidang pemerintahan yang meliputi
urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, partanahan, kependudukan dan pencatatan sipil dan
tunas-tugas kepamongprajaan, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi
urusan pemberdayaar, perempuan dan perindungan anak. keluarga
perencanz dan kesejahteraan keluarga, sosial, kebudayaan, pemuda dan
olah raga, pendidikar, dan “esehatai. sera bidang hukum yang meliputi
perundang-undangan dan dokumentasi hukum, pembinaan dan bantuan
hukum serta pengkajian hukum.

b. pengoordinasian pelaksanaan fugas perangkat daerah dl  bidang
pemenniahan yang Teliputl urusan otonomi daerah dan pemerintahan
umum,. kesatuan bangsa dan poiitik dalam negeri, pertanahan,
kependudukan dan pencataan sipit dan tugas-tuvgas kepamongprajaan,
bidang kesejahteraan rakyat yang melipdti urusan pemberdayaan
perempuan dan perindungan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan
keluarga, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pendidikan dan
kesahatan serta bideng hukum yang meliputi perundang-undangan dan
dokumaniasi hukum, pembinaar dan bantuan hukum serta pengkaiian

Pk,




(3)

-

c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan

yang meliputi pemerintahan umum dan otonomi daerah, administrasi
kecamatan dan kelurahan, bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi
kemasyarakatan, bina mental, sosial dan budaya; serta bidang hukum yang
meliputi perundang-uncangan dan dokumentasi hukum, pembinaan dan
bantuan hukum serta pengkajian hukum.

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan yang meliputi urusan otonomi daerah dan pameariniahan
umum, kesatuan Langsa dan poltik dalam negeri, pertanahan,
kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas-tugas kepamongprajaan:
bidang kesejahterasn rakyat yang meliputi urusan  pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan kesejahteraan
keluarga. sosial, kebudayaan, pemuda dan oclah raga, pendidikan dan
kesehatan serta bideng huxurm yang meliputl perundang-undangan dan
dokumentasl hukum, pemb'naan dan bantuan hukum serta pengkajan
hukum,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungs: Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, membawahkan

a. Bagian Administrasi Pemerintanan;
b. Bagian Administrasi Kese|ahteraan Rakyat;

Bagian Hukum.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

Pasal 10

Asisten Pemerintahan dan Kesejahtersan Rakyat dalam menyelenggarakan lugas

pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, mempunyai uraian tugas .

a.

menyusun program kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

merencanakan operasional Asisten Femerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
berdasarkan skala priorifas dan dana yng tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas:

menyusun bahan RPIPD. RPIMD dan RKFD Sekretariat Daerah dalam lingkup
tugasnya yang meliguti bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum
sebagai bahan penyusunen RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten,
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menyusun Rencana Strateqgis (Renstra) dan Rencana Keara (Renja) Sekretariat
Daerah dalam lingkup fugasnya sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD Kabupaten;

Menyusun rencana operasiona’ dan mengoordinasikan pelaksanaan program
dar kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya yang meliputi bidang
semerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukur

menyusun bahan kebijakan daerah, mengoordinasikan, mengendalikan,
memantau dan mengevalJasi palaksanaa,, tugas perangkat daerah di bidang
pemerintahan  yang menyelenggarakan urusan  otonomi daerah dan
pemeriniahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pertanahan,
kependudukan dan pencatatan sipif dan tugas-lugas kepamongprajaan; bidang
xesejahteraan rakyat yang menyelenggarakan uwrusan pemberdayaan
perempuan dan perlindurigan anak, keluarga berencana dan kesejahteraan
keluarga, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga, pendidikan dan
vesehatan ssria  bidang hukum  yang menyelenggarakan  penyusunan
perundang-undangan dan dokurnentasi hukum, pembinaan dan bantuan hukum
sarta pengkajian hukum

mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Bagian Administrasi  Tata
Pemerintahan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum
untuk kefancaran pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan  penyusunan ancangan peraluran perundang-undangan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

mengendalikan program dar kegiatan bidang pemerintahan yang melipui
pemetintahan umum dan otonomi daerah, administrasl kecamatan dan
welurahan, bidang kessjahieraan rakyat yang meliputi kemasyarakatan, bina
mental dan sosial budays serta bidang hukum yang meliputi perundang-
undangan dokumentasi hulium, serta pengkajian hukum;

mengoordinasikan penyelenggaraan  pembinaan, sosialisasi, bimbingan.
wonsultasl, supervisi, koordinasi, montoring dan evaluasi serta pengawasan
penyelenggaraan urusan pemernntahan;

mengoordinasikan upaya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggl, seta harmonisasi antar bidang urusan
pemerintahan dalam wilayak kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah
daerah provinsi;



mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan

pengkaiian, monitoring dan evaluasi serda pelgporan penataan daerah dan

otonomi khusus;

mengoordinasikan  penyeienggaraan  fasilitasi  dekonsentrasi  dan  tugas

pembantuan, pembiraan wilayah, ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, serta perlindungan dan penegakan HAM dalam skala

kabupaten,

mengoordinasikan  penyusunan  kebijahan  daerah, pengendalian  dan

pengevaluasian penyelenggaraan program dan  kegiatan dalam linghkup

pemetintahan umum dencan bidang garapan :

1) penataan batas dasrah, penstapan nama dan pemindahan ibukota
kKabupaten:

2) pengembangan wilayah perbatasan kabupaten:

3) percepalan alau akselerasi pembangunan perkotaan,

4} pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum lertlampung pada
utiit organisasi lain di Fngkungan percerintah dasrah.

mengeordinasikan penyusunan  kebijat an  daerah, pengendalian  dan
pengevaluasian penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lingkup otonami
daerah dengan bidang garapan :

1)  pembentukan, penghsjusan, panggabungan dagrah;

2} fasiitasl perencanaan pengangagaran pengembangan kapasitas daerah;

3) fasilitast pemilihan Bupati dan ‘Wakil Bupati;

4) pelaporan tugas bupati;

5)  pelimpahan tugas busati kepada camal dan lurah.

mengooordinasikan  perumusan kebijakan daerah, pengendalian dan

pengevaiuasian penyelenggaraan program dan  kegiatan dalam lingkup

administrasi kecamatan dan kelurahan dengan Didang garapan -

1)  penataan batas, penetapan nama dan pemindahan ibukota kecamatan,

2) penstapan perbatasan kecamatan:

3] harmonisasi hubungan antar kecamatan;

4) pengembangan wilayah kecamatan.

5) pengermbangan laporan pemerinian kecamatan:

8) pelaporan pelimpahan tugas bupati kepada camat dan lurah;

7} pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan kecamatan dan
Kelurahan,
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bb.

dd.

8)

9)

10)

12)

pengawasan pengeloiaan kKeuangsn kecamatan dan kelurahan dan
pedayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kecamatan/kelurahan;
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
dan kelurahan;

Pembinaan teknis bagi camzt/urah, perangkatl kecamatan/kelurahan dan
lembaga kemasyarakatan;

pakaian dan atribut lainnya bagl camatlurah dan perangkat
kecamatan/kelurahan,

penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

memberikan pertimbangan calam pengangkatan/mutasi jabatan perangkat
daerah terkait dengan kompetensi jabatan,

mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pamerintah
Daerah (LPPD) tahunan dar: lima lanunan kabupaten,

memfasilitasi pembentukan tim  koordinasi  tugas  pembantuan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyusun bahan perumusan kebijakan mengenai pengembangan daerah
otonom dan pelaksanaan otonomi daerah

mengoordinasikan panyusuvnan kebijakan daerah tentang administras
tugas pembantuan dari pernerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten
yang ditugaspembantuankan ke desa;

meangoordinasikan penyusunan Kebijakan perubahan batas, nama
dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
mangoordinasikan penyusunan kebljakan pengusulan  pembentukan,
penghapusan dan penggabungan dacrah,

mengoordinasikan penyusunan penel ipan pembentukan kecamatan,
mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan. embinaan, Ssosialsasi,
observasi dan pengkajian penyeslenggaraan penatazan daerah;
mengoordinasikan penyusunan monlioring dan evaluasi penataan daerah
dalam wilayah kabupaten;

mengoordinasikan penyusunan pengawasan dan pengendalian penataan
daeran dalam wilayah kabupseien;

menganalisis laporan penataan dasrah skala kabupaten;
mengoordinasikan penyusunan kebijakan tentang data dan informasi
penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah:
mengoordinasikan penyusunan penyusunan pedoman, norma, standar,
prosadur dan kriteria iaporan penataan dasrah
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mengocrdinasikan penyusunan pen) ampaian laporan penataan daerah
skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri malalui Gubernur;
mengoordinasikan  penyusunan  penetapan  perencanaan  dan
penganggaran pengembangan kapasitas daerah,

mengoordinasikan penyussnan kebijakan pemiiinan Bupati dan WWakil
Bupati (Desk Pilkada):

mengoordinasikan  penyusunan  penetapan  kebijakan  harmonisasi
hubungan antar lembaga dengan berpedoman kepada kebijakan
pemerintah gan provinsi;

memfasilitasi harmonizasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan;
mengoordinasikan  penyusunan  kebijakan  penetapan perbalasan
kecamatan, desa dan/atau kelurahan,

mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengembangan  wilayah
perbatasan skala kabupaten;

memantay dan mengevaluast peangelolaan pengembangar  wilayah
perbatasan skala kabupaten;

memiasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten;

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemeriksaan ‘aporarn
pemerintahan kecamatan;

mengoordinasikan  penyusunan  kebigkan dasrah di bidang
penyelenggaraan pemerntahan umum dan otonomi daarah;

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan
aparatur kecamatan;

menyusun bahan pembentukan, penghapusan., perubahan batas
perubahan nama  dasrah, dan wilayah kecamatan serta
pemindahan/perubahan nama lbukota kabupaten dan kecamatan,
mengoordinasikan penyusunan tigas-ugas pemerintahan umum yang
belum tertangani/ tertampung pada unhit organisasi fain di lingkungan
pemerintah kabupaten;

memantau penyalenggaraan wgas di bidang kemasyarakatan, bina mental
dan sosial budaya.

menarima laporan dan menindaklanjuti penyelenggaraan koordinasi dan
fasiitasi program-program bidang kemasyerakatan, bina mental dan sosial
pudaya lainnya;

mengocrdinasikan panyusunan kebiiakan daerah dalam ruang lingkup
kesejahteraan rakyat di bigang kemasyarakatan, bina mental dan sosial
budaya,
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menenma [aporan dan menindaklanuti hasil penyelenggaraan koordinasi
dan fasifitasi kegiatan kemasyarzkatan, bina mental dan sosial budaya
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemeriniah;

memantay  penyelenggaraan Inventarisasi sarana dan prasarana
Hemasyarakatan, bina menta: dan sosial budaya;

meamantau penyvelenggaraan pengkajian dan pengoianan proposal bidang
kemasyarakatan, bina mental dan sosial budaya,

mengoordinasikan penyusunan konsep iekemendasi dan permohonan
bantuan kepada lembaga pemerinta. yang lebih tinggy;

memantau dan meangevaiuasl penye'snggaraan kegiatan peringatan har
besar yang berkaitan denéan kemasyarakaian, bina mental dan sosial
budaysa;

memantau penyelenggdaraan fasilitasi kegiatan ke tingkat orovinsi dan
pusat yang berkaitan dengan kemasyarakatan, bina mental dan sosial
budaya;

menerima laporan can menindawianjuti has! koordinasi, fasilitasi dan
pengumpulan data penetapan kebijgkan pimpinan dalam pelaksanaan
Pengarus Utamaan Gender (PUG) Ji Kabupaten;

menerima laporan ogan menindaklanjuti hasil fasilitasi dan mediasi
pelaksanaan PUG;

menerima laporan dan menindaklaniuti  hasit  fasilitasi  penguatan
kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG;

menerima laporan Jan menindaklanjuti hasil koordinasi dan fasilitasi
peiaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender;

menerima laporan dan menindaklanjuti hasil fasilitasi den koordinasi
kebijakan dalam perlindungan perempuan terutama parlindungan terhadap
kekerasan, lenaga xerja perempuan, perempuan lanjul usia dan
panya:ndang cacat dan perempuan yang terkena bencana;

menerima faporan dan memndaklanjuti hasil fasilitasi dan koordinasi
kebijakan pimpinan dalam rangka kessjzhteraan dan periindungan anak,
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan sosial;

menenma laporan dan menindaklanjuti hasil Jasilitasi lembaga masyarakat
untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan keluarga
berencana dan perlindungan anak;

mengoordinasikan  penyusunar.  Kebhjakarn daerah dalam proses
pemberian penghargaan di bidang sosial
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menerima faporan dar menindaklanjuti hasil fasiitasi dan koordinasi
penanggulangan korben bencana alam:

menyslenagarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana alam;
mengoordinasikan penyusdran kegiatan kepemudaan;

memantau penyelenggaraan fasilitas) dan koordinasi kegiatan bDidang
ketenagakerjaan dan transrigrasi ditinjau dari aspek sosial,

menerima laporan den menindaklaniuti hasit koordinasi pelaksanaan
zakat, infag dan sodagoh:

memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan kegiatan safari ramadhan
mengoardinasikan penyusunan penyelenggaraan pembinaan teknis bina
meritak;

menerima laporan dan menindaklaniut hasil fasilitasi musyavsarah antar
umat beragama;

mamantau dan mengevaluas: penyelenggaraan kegiatan pengajian ruting
memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengkajian  dan
pengoiahan penggunaan bantuan sarana dan prasarana bina mental,
memaniau dan mengevaluasi penyeslerggaraan penyaluran  bantuan
garana dan prasarana bina mentel

memantau dan mengevaluasi penye'enggaraan pembinaan pemahaman
dan pengembangan Al'Quran:

memantau dan mengevaluasl penyelenggaraan pembinaan untuk
meningkatkan kerukunan antar umat baragama.

menerima laporan dan menindakianjuti hasil fasiitasi penyelenggaraan
MTQ/STQ;

menerima laporan dan menindakianjuti hasil fasilitasi penyelenggaraan
ibadah haije

memantau dan mengevaluas: penyelenggaraan tugas-tugas di bidang
kemasyarakatan, bina mental dan sosial budaya yang belum tertangany
tertampung pada unit organisasi lain di lingkungan pamerintah kabupaten;
memantau dan mergevaluasi penyelenggaraan konsultasi pelaksanaan
program dan kegiatan dengan nstansi terkait di bidang kemasyarakatan,
bina mental dan sosial budaya;

memantau dan menrgevaluasi penyelenggaraan perumusan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati can/atau Keputusan Bupati:

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penelaahan draft evaluasi

pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan
rancangan produk hukam daeian;
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memantau dan mengevaluasi pemberian bantuan hukum:

memantau dan mengavaluasi penyelenggaraan pengkajian  hukum
terhadap peraturan parundang-undargan, publikasi produk hukum dan
dokumentas! hukum;

menyampaikan peraiuran daerah kepada provinsi dan pemerintah untuk
bahan evaluask;

memeriksa bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan
Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya di bidang administrasi
permerintahan, kesejahtersan rakyat dan  hukum sebagai  Dbahan
penyusunan LPPD tahunan dan ima tahunan kabupaten:

memeriksa bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan
Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya di bidang administrasi
pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan  hukum sebegai bahan
penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;

memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya di bidang administrasi pemerintahan,
kesejahteraan rakyat dan hukum sebagal bahan pertanggungjawaban
kepada Bupati;

mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan sasaran
yang telah ditetapkan;

menyelia dan memolivesi ovawahan dalam upaya peningkatan
produktivitas kera dan pengembangan karier;

mengavaluasl hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan
program:

mempelajarl, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membina bawahan agar pelaksanaan fugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang barlaku;

menitai hasil kerja bawahan secara t arjeniang uniluk pembinaan karier,
mangevauasi pelaksanaan tugas dan menginveniarisasi permasalahan
lingkup tugasnya seria mencari altlematif pemecahannya;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wgas kepada Sekretaris
Daerah;

melaksanakan tugas Ladinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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4 Keslentuan Pasal 11 ayatl (1) dan (2] diubah, sghingga Pasal 11 berbunyi

Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Tata Pemerintahan dipimpin cieh seorang kepala dan
mempunyai tugas pokok  merencanakan pperasional, mengsiola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program
dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan vang meliputi pemerintahan
umum dan otonomi daerah, administrasi kecamatan dan kelurahan.

{2) Untuk melaksananakan tugas pokok sebzgaimana dimaksud pada Ayat (1},
Bagian Administrast Tata Pemedintahan imempunyai fungsi .

a. penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang pemerintahan yang
meliputl pemerintahan umum dan olonomi daerah, administrasi kecamatan
dan kelurahan:

b, penyelenggaraan wgas adrministrasi  pemerintaban  yang  meliput
pemernntahan umum dan otcnomi daerah, administrast kecamatan dan
keiurahan;

€. pengaturan program <an kegiatan administrasi pemerintahan yang meliputi
pemearintahan umum dan otonomi daerah, administrasi kecamatan dan
kelurahan;

d. pengevaluasian pelaksanaan progrem  dan  kegiatan  administrasi
pemerintahan vang meliputi pemerintahan umum dan otonomi daeran,
administrasi kecamatan dan kelurahan.

{3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok ocan fungs! Bagian Administrasi Tata
Pemerintahan, membawahkan :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umumny;
b. Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah,
¢, Sub Bagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi |

Fasal 12

Bagian Administrasi Tata Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, mempunyal uraian tugas :
a. menyusun program kerja Baglan Administrasi Tata Pemerintahan sebaga

pedoman pelaksanaan tugas;



merencanakan operasional Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
berdasarkan skala priortas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan ugas,

menyusun bahan RPJPD, RFJMD dan BKPD Sekretanal Daerah dalam lingkup
tugasnya sebagai bahan penyusunan REJED, RPIMD dan RKPD Kabupaten;
menyusun bahan Rencana Strategis (Rensira) dan Rencana Kerja (Renjaj
Sekratariat Daerah dalam lingkup tugasnya yang meliputi bidang pemerintahan
umum dan otonomi daerah, administrasi kecamatan dan kelurahan sebagai
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKFD Kabupaten:

menyusun rencana operasional dan mengoordinasikan pelaksanaan program
gan kegiatan Sekretariat Daerah dalam Frghup tugasnya yang meliputi bidang
pemerintahan umum dan otonomi daerah, administrasi kecamatan dan
kelurahan,
menyusun bahan kebijakan daerah, bahan pengoordinasian, bahan

"

pengendalian, bahan perantauan dan cengevaluasian pelaksanaan tugas

perangkat daerah di bidang pemerintanan yang menyalenggarakan urusan

otonoml dasrah dan pemerntahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, pertanahan, kependucdukan dan pencatatan sipil dan tugas-tugas

keparnongprajaan;

menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi  ooservasi  dan  pengkajian.

monitoring dan evaluasi serta pelaporan penataan daerah dan olonomi knusus,

menyelenggarakan fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan

wilayah, ketentraman, ketertiban umum dan perindungan masyarakat:

menyusun bahan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan pengevaluasian

penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lingkup pemerintanan umum

dangan bidang garapan

1) penataan batas daerah, penetapan nama-dan pemindahan ibukota
kabupaten;

2y pengembangan wilayah perbatasan kabupater;

2} percepatan atau akselerasi pernbangunan perkotaan;

4) pelaksanaan tugas pemerintanan lainnya yang beium tertampung pada
unit organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah.

menyusun bahan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan pengevaluasian

nenyelenggaraan program dan kegiatan dalam lingkup otonomi daerah dengan

bidang garapan :

1) pembentukan, penghapusan, penggabungan caerah;

2) fasilitasi parencanaan penganggaran pengembangan kapasitas daerah;
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3) fasiltasi pemilihan Bupati dan Walkil Bupati;

4) pelaporan tugas bupaii;

3) pelimpahan tugas bupati kepada camat dan lurah.

menyusun Dahan kebilakan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi

penyelenggaraan program dan kegiatan dalam lingkup administras! kecamatan

dan kelurahan dengan dangan bidang garapan .

1} penataan batas, penctapan nama dan pemindahan ibukota kecamatan;

21  penetapan perbatasan kecamatan,

3] harmonisasi hubungan antar kecamatan;

4) pengembangan wilayah kecamatan;

5] pengembangan laporan pemerintah kecamatan:

6} pelaporan pelimpahan tugas bupati kepada camat dan iurah;

7y pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan kecamatan,
kelurahan;

8) pengawasan pengelulaan keuvangan dan pendayagunaan aset daerah
yang dikeloia oleh kecarmatan/kelurahan;

3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
kelurahan;

10) Pembinaan teknis bagi camat/urah, perangkat kecamatan/kelurahan dan
lembaga kemasyarakztan;

11) pakaian dan atibut fainnya bagi camatiurah dan  perangkat
kecamatan/kelurahan,

12) penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan/xeiurahan:

menyusun pembentukan tim koordinasi tugas pembantuan;

menyusun Laporan Penye'enggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahunan dan

lima tahunan kabupaten;

menyusun petunjuk teknis enyeenggaraan pemerintahan umum dan otonomi

daerah, administrasi kecarnatan dan kelurahan serla pemerintahan desa:

menyampaikan bahan kebijakan daerah d. bidang pemerintahan umum dan

otonomi daerah, adminisiras: kecamatan dan kelurahan, serta pemerintahan

desa;

menyusun bahan perumusan kebijakan mengenal pengembangan daerah

otonom dan pelaksanaan otonomi daerah;

mengatur pelaksanaan tugas pemearinlahan umum dan otonomi daerah,

kecamatan dan keiurahan, sera pemerintanan desa,
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memiasilitas! administrasi tugas pembantuan pemerintah, pemerintah provinsi
dan kabupaten yang ditugaspembantuankan ke desa;

menyusun bahan penataan dasrah skala kabupaten untuk bahan perumusan
kebijakan pimpinan;

menyusun bahan kebijakan perubahan batas, nama dan atau pemindaban
ibukota daerah dalam rangka penataan daszrah |

menyusur bahan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan
daerah;

menyusun bahan kebijakan perubahan batas, nama kabupaten dan
pemindahan ibukota kabupaten,

menyusun bahan kebijakar, pembinaan, sosialisasi, observasi den pengkajian
penyelenggaraan penataan dasrah dan otonomi kKhUSUS;

menyusun bahan monitoring gan evaluasi penataan daerah dalim wilayah
kabupaten;

menyusun bahan pengawasan dan pengendalian psnataan daersh dalam
wilayah kabupaten;

manyusun bahan perumusan penataan daerah skala kabupaten;

menyusun [aporan penataan daeran skaia kabupaten,

menyusun data dan informasi penataan daeiah skala kabupaten ke provinsi dan
pemerintah,

menyusun bahan penyusunan padoman, norma, standar, prosedur can (kriteria
laporan penataan dasrah;,

menyusun bahan penyampaian laporan penataan daerah skala kabupalen
kepada Menteri Dalam Neceri melaiui Gubemur,

menyusun bahan fasilitasi penstapan perencaraan dan penganggaran
pengembangan kapasitas daerah,

menyusun bahan fasilitasi penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas
daerah;

menyusun bahan fasiitasi implementasi renca @ tindak peningkatan kapasitas
daerah;

menyusun bahan koordinasi pengambangan kapasitas dasrah;

menyusun bahan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Desk Pilkada),
menyusun bahan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan  antar
susunan di Kabupaten der.gan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan
provinsi;

menyLsun bahan fasilitasi harmonisasi hubungan antar
recamatan/desa/kelurahan;
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menyusun bahan kebiakan penetapan perbatasan kecamatan dan atau
kelurahan;

menyusun bahan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
sxala Kabupaten;

manyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayan perbatasan
kabupaten;

menyelenggarakan analisis evaluasi laporan pemerintahan kecamatan,
menyelenggarakan kegiatan pembinaan aparatur kecamatan secara terpadu;
menyusun bahan perumusar  kebijakan pembentukan, penghapusan,
perubahan batas, perubahan nama daerah, dan wilayah kecamaian serta
pemindahan/perubahan nama ibuketa kabupaten dan wilayah kecamatan;
mengatur pelaksanaan tugas bidang tata usaha, kepegawaian, pengelolaan
keuangan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan:

mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan yang belum tertangani unit
organisasi lain di lingkungar, pemerintah Kaoupaten:

mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum,
Sub Baglan Administrasi Otonomi Daerah dan Sub Baglan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun Hencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubaban Anggaran (DPPA)
Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasi
keguatan urusan palayanan Bagiar Administrasi Tala Pemerintahan;
menyeienggarakan koordinasi dengan Bagian lain

menylusun laporan akuniabilitas kinerja Sekretarial Daeranh dalam  lingkup
wgasnya sebagai bahan psranggungawaban kepada Bupati;

menyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
lima tanunan kabupatern;

menylapkan bahan penyusunan LKPJ iahuran dan lima tahunan Sekretariat
Daerah dalam fingkup tugasnya sebagel sebagai bahan penyusunan LKPJ
tahunan dan akhir masa jabatan Bupati;

mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesual dengan sasaran yang
telah ditetapkan;

menyelia dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas
xarja dan pengembangan xariar,

mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagal bahan penyempurnaan program,



Wi, mempelajan, memahami Jan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnys sebaga pedoman pelaksanaan tugas:

¥y. membina bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual dengan pedoman
dan ketentuan yang berlaku;

7z, meniiai hasil kerja bawahan sacara bésjeniang untuk pembinaan karier,

aaa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventansasi permasalalian lingkup
tugasnya serta mencari alternatii pemecahannya;

bbb, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

cee. melaksanakan tugas kedinasan 'ainnya yvang diberilkan oleh atasan.

. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan 2) diubah, sehingga Pasal 13 berounyi

Pasal 13

{1} Sub Bagian Pemerintahan Umum memgunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan memantau kegiaian pemerintahan
umum.

{2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Avat (1), Sub
Bagian Pemerintahan Umum meripunyai fungsi .

a. perencanaan kegiatan pemerintahan umuin;

b. pelaksanaan kegiatan pernerintahan umum,;

¢. pembagian tugas kegiatan pemerintahan umum;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

Pasal 14

Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin cieh secrang Kepala, mempunyai uraian

tugas :
a.  menyusun program kKena Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagal pedoman

pelaksanaan tugas,
b,  menylapkan rencana operasional Sub Bagian Pemerintahan Umum berdasarkan
skala priortas dan dana yang tersadia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas:
c. menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan BKFD Sekretariat Daeran
dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;
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menyiapkan bahan penyusunan Hencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Sakretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai pelaksanaan
BPJFPD, BPJMD dan RKPD Kabupaten,

menyiapkan Fencana Kegiatan Anggaran (RKA}), Dokumen FPelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sub
Bagian Pemarintahan;

menyiapkan bahan penyusunan refcana operasional dan pengoordinasian
pelaksanaan program dan kagiaian Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya,
menylapkan banhan penyusunan kebijakan daerah. bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan nengevaluasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan umum;
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah, bahan pengendalan dan
pengevaluasian penyelenglaraan program dan keqatan dalam ruang lingkup
pemernntahan umum;

menylapkan bahan pembenfukan tim koordinasi tugas pembantuan;

menylapkan bahan penyusunan Laporan Penyslenggaraan Pemerirtah Daerah
(LPPD) tahunan dan lima tabunan kabupaten,

menyiapkan bahan penetapan kebiakan harmonisasi hubungan antar lembaga
dengan berpedoman kepada kebijakan pemearintah dan provinsi;

menylapkan bahan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
skala kabupaten:

menyiapkan bahan pengeolaan penge.abangan wilayah perbatasan skala
kabupaten;

menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan
kabupaten,

menyiapkan bahan kebijakan daerah di bicang penyeienggaraan pemearintahan
LTI,

menyiapkan bahan pelaksanaan upaya-upaya percepatan atau akselerasi
pembangunan perkotaan;

melaksanakan tugas pemadintahan umum yang belum lertampung pada unit
organisasi lain di lingkungan pemerintan caerah,

menylapkan bahan koordinasi kunjungan kerja luar daerah;

melaksanakan pengawasan internal di lirgkungan Sub Bagian Pemerintahan
Umum;

menghimpun, mengolab dan menganalisa data sera menyajikan data hasil
pelaksanaan kegiatan Sub Sagan Pemerintahan Umum:

pau



u.  menyusun pertanggungiawaban laporan pelaksanaan keglatan dan keuangan di
lingkungan Sub Bagian Pemenntanan Umum:

V. menyiapkan bahan penyusuvnan LPPD tahunan dan fima tahunan Sekretariat
Daerah daiam lingkup tugasnya sebagal batan penvusunan LPPD tahunan dan
lima tahunan kabupaten;

w. menyiapkan bahban penyusunan LKPJ tahunan dan fima tahunan Sekretariat
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai sebagai bahan penyusunan LKPJ
tahunan dan akhir masa jabatan Bupats.

x. menyiapkan bahan pengelolaan Hepegavialan dan keuangan fingkup Baguan
Administrasi Tata Pemaerintahan;

y. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan
keuangan di bidang tugasnya,

z.  menyiapkan bahan penyusunan laperan akuniabilitas kinerja di bideng tugasnya,

aa. menghimpun dan menyiapkan bahan laporen akantabilitas kinerja dalam ingkup
tugas Bagian Administrasi Tata Pemerintaban yang akan dikoordirasikan oleh
Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pertanggungjawaban Sekretaris
Daerah kepada Bupati;

bb. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain,

cc. mempelaiar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di
pidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan wgas:

dd. memberikan saran dan perimbangan di bidang tugasoya kepada atasan,

ee. melaksanakan evaluasi pelaksariaan tugas dan inventarisasi permasalahan di
bidang tugasnya serta mencari alternalll pemacanannya;

#. membagi tugas, memberikan himbingan dan pefunjuk  pelaksanaan tugas
kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan fugas:

gg. menilai hasil karja bawahai untuk bahan mangembangkan karier,

hh. mefaporkan-hasil pelaksanzan tugas kepada atasan;

i, melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

. [ antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisiokan Pasal 14A dan Pasal 148, yang berbunyi;
Pasal 144

(1) Sub Bagian Administrasi Otfcoomi Daerah mempunyal tugas pokok
mearencanakan kegiatan, melaksana'an, membag tugas dan memantau kegiatan
administrasi otonomi daerah.

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Administrasi Otonomi Daerah mempunyal fungsi -



8. perencanaan kegiatan administrasi otonomi daerah;

b. pelaksanaan kegiatan agministrasi otonomi daerah;
pembagian fugas kegiatan administras: otonomi daerah;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan
fungsinya.
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Pasal 14B

Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas :

a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan rencana operasional Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas,

€. menyiapkan bahan penyusunan HFJPD, BPJMD dan RKPD Sekretarlat Daerah
dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

d. menylapkan bahan penyusunan Rencana Strateqis (Renstra) dan Rencana Kerja
{Renja} Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai pelaksanaan RFJPD.
RPJMD dan RKPD Kabupaten;

. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sub
Bagian Administrasi Otonomi Daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional dan  pengoordinasian
pelaksanaan program dar kegiatan Sekretariat Daerah dalam lingkup tugasnya;

g. menyiapkan .bahan penyusunan kebijakan daerah; bahan koordinasi, bahan
pengendalian, bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksaraan fugas
perangkat daerah yang menyelenggaakan urusan administrasi otonomi daerah;

h. menyiapkan bahan peryusunan kebijakan daerah, bahan pengendalian dan
pengevaluasian penyelenggaraan nrogram dan kegiatan dalam ruang lingkup
administrasi otonomi daerah Jdengan bidang garapan :

-t

pembentukan, penghapusan, penggabunygan daerah;

(k%]

i
y  fasilitasi perencanaan penganggaran pengembangan kapasias dasrah,
\  fasilitasi pemilihan Bupat’ dan Wakil Bupati;

4)  pelaporan tugas bupati;

)

5) pelimpahan tugas bupati epada camat dan lurah.



menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyeenggaraan Pemerintah Daerah
{LPPD)} tahunan dan lima tahunan kabupater;

. menylapkan bahan koordinas. kunjungan kerja luar daerah;

k. menyiapkan bahan penyusunan penataan daerah skala kabupaten,
menyiapkan bahan kebiighan perubahan hatas, nama dan ataw/pemindahan
ibukota daerah dalam rangka penataan daerah,

m. menyiapkan bahan pengusulan pernbentuken, penghapusan can penggabungan
daerah untuk bahan perurmusan kebijax<an

n. menyiapkan bahan kebijakan pembentukan, penghapusan dan perggabungan
daerah;

0. menyiapkan bahan pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan
pemindahan ibukola dasrah;

p. menylapkan bahan kebijakan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan
ibukota kabupaten;

g. menylapkan bahan kebijakan, pembiraan sosialisasi, observasi dan
pengkajian penyslenggaraan penataan dasrah dan otonomi kRhusus;

r. menyiapkan bahan manitoring dan évaluasi penataan daerah dan otonomi khusus
dalam wilayah kabupaten;

5. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan
otonomi khusus dalam wilayah kabupaten;

I melaksanakan pengelolaan database penataan daeran dan otonomi khusus skala
kabupaten;

u. menyiapkan database laporan penataan daerah skala kabupaten;

v. menyiapkan data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi
dan pemerintah:

wW. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, norma. standar, prosedur dan (kriteria
laporan penataan daerah);

x. menyiapkan bahan penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten
kepada Menter! Dalam Neger melalui Gubemur;

¥. penylapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan
daerah kKabupaten;

Z. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan perencanaan dan penganggaran
pengembangan kapasitas daerah;

aa. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan dan implementasi rencana ftindak
peningkatan  kapasitas daerah

bb. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kapasitas daerah:

cc. menyiapkan bahan fasilitasi pemilihan Supati dan Wakil Bupati (desk pilkada},

-
1

p2;
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menylapkan bahan kebijaken daerah di bidang penyelenggaraan administrasi
otonomi daerah:

malakzanakan pengawasan intermnal 4i kngkungan Sub Baglan Administrasi
Otonomi Daerah;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta menyajikan data hasil
pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Administrasi Otonomi Dasrah;

menyusun pertanggungjawaban laporan peleksaraan kegiatan dan keuangan di
lingkungan Sub Bagian Administrast Otcnomi Daerah,

manyiapkan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Sgkretarial
Daerah dalam lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
ima tahunan kabupaten;

menyiapkan bahan penyusunan |.KFJ tahunan dan lima tahunan Sekrétariat
Daerah dalam lingkup tuoasnya sebagai sebagal bahan penyusunan LKPJ
tahunan dan akhir masa jabatan Bupati:

menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan keuangan lingkup Bagian
Administrasi Tata Pemerintahan,

menyiapkan bahan laporan perangoungjawaban peaksanaan kegiatan dan
keuangan di bidang tugasnya;

menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di bidang tugasnya,
menghimpun dan menylapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja daiam lingkup
tugas Baglan Administrasi Tata Pemerintahan yang akan dikoordinasikan olen
Sagian Administrasi Pembangunan sebagal peranggungjawaban Sekretasis
Daerah kepada Bupati;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lair

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di
bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pe: “ksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan di bidang tugasnya kepada aiasan
melaksanakan evaluasi pelaksanaan ugas dan inventarisasi permasalahan di
bidang tugasnya serta menca-) alternalif pemecahannya,

membagi tugas, memberikar, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan untuk kelancaran pelaksanazn tugas;

menilai hasii kerja bawahan uniuk bahan mengembangkan raner;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan ialnnya yang diberikan oleh atasan.
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9. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus.

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 4 juii 2o

BUPATI BEKASI
e

H. SA'DUDDIN

Dlundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Juli 201t

.[A.SEI{HETAHES DAERAH KABUPATEN BEKASI /-

rﬂ.?ﬁm\}ﬁ&ﬁw :

s
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR



